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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH 7 HUN ANGGARAN 2019

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Relanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Rupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019,

bahwa sehubungan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menten
Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. maka
Peraturan sebagaiman dimaksud pada huruf a perlu dilakukan
perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito
Utara:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimar in (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19533 Nomor 9] sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il
Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [I di Kalimantan (Let jaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51. Tambahan
Lembaran Negara Rep )lik Indonesia Nomor 2756):



Ut

10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3851°

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor ! Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nome¢ 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tang, ng Jawab Keuangan Negara (Lemr aran
Negara Republk Indo sia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Repr  lik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia thun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repu  lik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
keuangan antara Per intah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomaor 4438):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak T erah
dan Retrihusi Daerah (Lembaran Negara Republik Ind esia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerir 1han
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind esia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 « tang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679j;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 © tang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republhk Indonesia Nomor 43416} sebagaimana telah ¢ 1bah
beberapa kali terakhir engan Peraluran Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentar Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor _}+ Tahun 2004 tentang kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota . ‘wan



12.

13.

13.

15.

16,

17,

18.

19.

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran ‘gara
Republik Indonesia Nomor 4712,

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Periml ngan (Lembar: Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137 Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang stem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran gara
Republik Indonesta Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Per ‘'rintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran ‘gara
Republik Indonesia abun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerinta Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah omor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penvusunan dan Penerapan Standar Pelayvanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 21 5 Nomor 150.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4! 5);

Peraturan Pemerintab omor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan
Lembaran Negara Rept lik Indonesia Nomor 4614,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nemor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah {Lembaran DM 3jara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran DI ara Republik Indonesia Tahun 201.2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52725;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ilak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 'wan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Re 1blik
Indonesia Tahun 2017 omor 106, Tambhahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);






Pasal 11

teraturan Bupati ini mulai berlaku pada ranggal diundangkain.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerin ihkan pengundangan Peraturan Zupar
01 dengan penempata inva dalam Berita Ik -ah Kabupaten Baruo Liara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 11 Februan 2019

'TO LTARA,

SYAH
Diundangkan di M.ara Teweh
pada tanggal 11 Februarn 2019

(S DAFRAH.
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ABID'N

AH KRABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6’

Salinan sesuai deripan aslima
KEPALA BAGIAN HUKUNM,

14
FAKH LA'UZI
NIP. 16710921 194803 1 004



